[ SALINAN ]

BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR: 24 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR 72 TAHUN 2022
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

. bahwa dalam rangka peningkatan mekanisme sistem dan

prosedur dalam pengelolaan keuangan daerah yang efektif,
efisien, dan transparan, perlu dilakukan pengembangan
pengaturan mengenai sistem dan prosedur pengelolaan keuangan
daerah;

. bahwa Peraturan Bupati Soppeng Nomor 72 Tahun 2022 tentang

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sudah tidak
sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan kondisi saat ini,
sehingga perlu diubah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 72 Tahun 2022
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 138 Tahun 2024 tentang Kabupaten

Soppeng di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 7075);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi

Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6906);



Menetapkan

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 129);

9. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 72 Tahun 2022 tentang Sistem
dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Soppeng Tahun 2020 Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

BUPATI SOPPENG NOMOR 72 TAHUN 2022 TENTANG SISTEM DAN
PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

Pasall

Ketentuan Pasal 4 ayat (2) dalam Peraturan Bupati Soppeng Nomor
72 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2022 Nomor 72),
diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Soppeng.
Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 27 Juni 2024
BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 27 Juni 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

ttd

ANDI IBRAHIM HARTA
BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2024 NOMOR 24

sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 24 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI SOPPENG NOMOR 72
TAHUN 2022 TENTANG SISTEM DAN
PROSEDUR PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH



